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MOTTO 
اًرُْسي ِرْسُعْلا َعَم َّنِإَف 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
(QS. Al-Insyirah: 5) 
 
“Wong Poso Bakale buko” 
-Ibuku- 
 
 
“Tak ada yang sulit jika engkau mencarinya melalui Tuhanmu. Tak ada yang 
mudah jika engkau mencarinya melalui dirimu sendiri.” 
-Ibnu Athaillah- 
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Satu cita telah ku gapai 
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Itu bukan akhir dari perjalanan 
Melainkan awal dari satu perjuangan 
 
Ibunda …. 
Do’a mu menjadikan ku bersemangat 
Kasih sayang mu yang membuatku menjadi kuat 
Hingga aku selalu bersabar 
melalui ragam cobaan yang mengejar 
Kini cita-cita dan harapan telah ku gapai 
 
Ayah ….. 
Petuah mu bak pelita, menuntun ku dijalan-Nya 
Peluh mu bagai air, menghilangkan haus dahaga 
Hingga darah ku tak membeku …. 
Dan raga ku belum berubah kaku …. 
 
Kawan . . .. 
Kecerian dan kebersamaan yang kalian hadapkan 
Kemarahan yang kalian utarakan 
Menuntunku menuju kedewasaan 
Sungguh bahagia ku bersama kalian 
Mengukir indahnya persahabatan 
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Karya tulis ini kepada ayahanda dan Ibunda serta kakak-kakakku , dan adik-adikku , tak 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas 
Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan  
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa ḥ Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز ra R Er 
ش zai Z Zet 
ض sin S Es 
ش syin Sy Es dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
 
 
ix 
 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ...‟.... Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ي ha H Ha 
ء hamzah ...‟.... Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا Fath}ah A A 
َ ا Kasrah I I 
َ ا Dammah U U 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 ةتك Kataba 
2 سكذ Żukira 
3 ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka translierasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
يَ........أ Fathah dan ya Ai a dan i 
وَ..........أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Haula 
 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
يَ.......أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
يَ........أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas  
وَ.........أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
xi 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
 Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأاَةضوز Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l 
2. كحناةم  Al-hikmah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اىّتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala  
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6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لا . namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubugkan dengan kata sambung. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 
di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala  
2. نورخأت Ta‟khużūna 
3. ؤىنا An-Nau‟u 
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8. Huruf Kapital 
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 
tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
 Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لىسزَلاإَدمحمَامو Wa mā Muhaamdun illā rasūl 
2. هيمناعناَبزَاللهَدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil’ālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
 Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
yang sudah lazim dirangkaikan denga kata lain karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam 
transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
 Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab  Transliterasi  
1. هيقشاسناسيخَىهنَاللهَنإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn  
2. ناصيمناوَميكناَاىفوأف Fa aufū al-Kala wa al-mīzāna/ Fa auful-
kaila wal mīzāna 
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KATA PENGANTAR 
 
 دهشاو للها لاا هلا لا نا دهشا .نيدلاو ايندلاروما ىلع نيعتسن هبو نيملعلا بر لله دمحلا
 هلا ىلعو دمحم انديسنيلسرملاو ءايبنلاا فرشا ىلع ملاسلاو ةلاصلاو .للها لوسر ادمحمنا
.دعب اما .نيعمجا هبحصو 
Dengan mengucapkan alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah 
SWT. Karena dengan rahmat, hidayah, kemuliaan serta kenikmatan-kenikmatan-
Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ini dengan tepat waktu. 
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MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH. 
Lantunan shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW, sang revolusionersejati yang telah membawa dari jaman 
kegelapan menuju jaman yang terang benderang. 
Skripsi  yang penulis susun ini dalam rangka memenuhi tugas akhir dari 
rangkaian proses perkuliahan yang penulis ikuti pada Fakultas Syari‟ah, jurusan 
Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dan juga 
merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam 
bidang Ilmu Hukum Islam. 
Dengan segala upaya dan pikiran penulis telah mengkajinya tetapi karena 
keterbatasan kemampuan keilmuan yang penulis miliki, penulis menyadari dalam 
penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, 
pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin 
mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, semangat, 
pemikiran tenaga dan waktu, materi dan juga doa, diantaranya kepada : 
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5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. Pembimbing Skripsi yang telah 
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ABSTRAK 
Laily Mamluatus Sa‟adah NIM: 14.21.21.042 “FATWA MUI NO. 33 
TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MEASLES RUBELLA 
UNTUK IMUNISASI DALAM PERSPEKTIF MAQĀṣID ASY-SYARĪ’AH”. 
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari‟ah, Institut Agama Islam 
Negeri Surakarta. 
Penelitian ini menganalisis tentang penggunaan vaksin measles rubella 
untuk imunisasi dalam perspektif maqāṣid asy-syarī‟ah dalam fatwa MUI No. 33 
Tahun 2018. Vaksin adalah suatu zat yang merupakan suatu bentuk produk 
biologi yang diketahui berasal dari virus, bakteri atau dari kombinasi antara 
keduanya yang dilemahkan. Vaksin diberikan kepada individu yang sehat guna 
merangsang munculnya antibody atau kekebalan tubuh guna mencegah dari 
infeksi penyakit tertentu. Rubella (juga disebut  Campak Jerman) adalah infeksi 
virus yang sangat menular yang biasa diderita oleh anak-anak, tetapi juga 
menjangkiti remaja dan orang dewasa. Penggunaan vaksin measles rubella ini 
telah menuai pro dan kontra di masyarakat khususnya umat Islam. Hal tersebut 
dikarenakan dalam proses pembuatannya memanfaatkan bahan yang berasal dari 
babi.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian 
ini adalah Bagaimana fatwa dan istimbath hukum MUI tentang Penggunaan 
Vaksin MR (Measles Rubella) untuk imunisasi dalam fatwa MUI No. 33 Tahun 
2018 dan Bagaimanakah pandangan maqāṣid asy-syarī‟ah dalam fatwa MUI No. 
33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR untuk imunisasi. Penelitian ini 
merupakan penelitian kepustakaan (librabry research), dimana data yang 
digunakan adalah data kepustakaan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan 
analisis maqāṣid asy-syarī‟ah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Istimbath hukum penggunaan 
vaksin MR untuk imunisasi dalam fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 adalah 
menggunakan metode kaidah dlarurat. Komisi Fatwa memberikan penjelasan 
bahwa vaksin MR  untuk saat ini diperbolehkan dalam penggunaannya, selama 
belum ada vaksin lain yang suci dan halal atau belum ada alternatif lain untuk 
pencegahan penyakit campak dan rubella. Penggunaan vaksin MR dalam 
pandangan maqāṣid asy-syarī‟ah meliputi lima pokok, yaitu memelihara agama, 
jiwa, akal, harta, dan keturunan. 
 
 
Kata Kunci: Fatwa MUI, Vaksin, Imunisasi, dan Maqāṣid Asy-Syarī’ah. 
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ABSTRACT 
Laily Mamluatus Sa‟adah NIM: 14.21.21.042 “FATWA MUI NO. 33 
TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MEASLES RUBELLA 
UNTUK IMUNISASI DALAM PERSPEKTIF MAQĀṣID ASY-SYARĪ’AH”. 
Islamic Faculty of Islamic Family Law Study Program. The State Islamic Institute 
of Surakarta. 
This researh analyzes the use of measles rubella vaccine for immunization 
in perspective maqāṣid asy-syarī‟ah based on MUI fatwa No. 33 of 2018. Vaccine 
is a form of biological subtance to originate from viruses, bacteria or a 
combination of the two which is attenuated. The vaccine is given to healthy 
individuals to stimulate the emergence of antibodies or the body's immunity to 
prevent infection from certain diseases. Rubella (also called German Measles) is a 
highly contagious viral infection that commonly affects children, but it also 
affects teenagers and adults. The use of measles rubella vaccine has reaped the 
pros and cons in the community, especially Muslims. That is because in the 
manufacturing process utilizing ingredients derived from pigs. 
Based on the background above, the problem in this research are how the 
fatwa and the legal status of the MUI regarding the Use of MR (Measles Rubella) 
Vaccine for immunization in the MUI fatwa No. 33 of 2018 and what is the view 
of maqāṣid asy-syarī'ah in the MUI fatwa No. 33 of 2018 concerning the Use of 
MR Vaccine for immunization. This research is a library research, where the data 
used is library data. The analysis in this study uses the analysis of maqāasid asy-
syarī'ah.  
The results of this research indicate that the legal determination of the use 
of MR vaccine for immunization in the MUI fatwa No. 33 of 2018 is to use the 
method of emergency rules. The Fatwa Commission provides an explanation that 
MR vaccine is currently permitted for its use, as long as there is no other vaccine 
that is sacred and halal or there are no other alternatives for the prevention of 
measles and rubella. The use of MR vaccine in the view of the maqāṣid asy-
syarī'ah includes five points, namely preserving religion, soul, intellect, wealth, 
and descent. 
 
 
Keywords: MUI Fatwa, Vaccines, Immunizations, and Maqāṣid Asy-Syarī'ah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Hukum Islam dan era globalisasi merupakan dua hal yang sangat 
relevan. Hukum Islam bukan suatu yang statis, tetapi mempunyai daya lentur 
yang dapat sejalan dengan arus globalisasi yang bergerak cepat. Fleksibilitas 
yang dimiliki hukum Islam mampu mengikuti dan menghadapi era globalisasi 
karena ia telah mengalami pengembangan pemikiran melalui hasil ijtihad.
1
 
Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah 
para ulama, zu‟ama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi 
seluruh muslim Indonesia adalah lembaga yang berkompeten dalam menjawab 
dan memecahkan setiap masalah sosial dan keagamaan yang dihadapi oleh 
masyarakat luas. 
Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila MUI, sesuai dengan 
amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000, senantiasa berupaya untuk 
meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan 
jawaban dan solusi keagamaan terhadap setiap permasalahan. Hal ini 
dimaksudkan untuk dapat memenuhi harapan umat Islam Indonesia yang 
semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.
2
 
                                                             
1
Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad (Isu-Isu Penting Hukum Islam 
Kontemporer di Indonesia), (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 3-4. 
2Ma‟ruf Amin, dkk, Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI bidang POM dan 
Iptek,(Jakarta: Emir,  2015). 
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Karena begitu luasnya wilayah pembahasan dan pengkajian MUI maka 
tidak dapat dipungkiri bahwa majelis ini akan bersinggungan dengan banyak 
lembaga pemerintahan maupun non pemerintah yang lain, yang antara lain 
dalam hal kesehatan. Majelis ini harus bersinggungan dengan lembaga Dinas 
Kesehatan (Dinkes). Salah satu fatwanya yang berkaitan dengan kesehatan 
adalah fatwa tentang vaksin MR (Measles Rubella).  
Vaksin MR atau singkatan dari Measles (M) and Rubella (R) adalah 
pengganti vaksin MMR yang sudah menghilang dari pasaran. Vaksin ini 
diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh virus 
campak dan rubella (campak Jerman). Vaksin ini bagian dari program 
vaksinasi wajib bagi pemerintah Indonesia. Imunisasi vaksin MR diberikan 
untuk semua anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun selama 
kampanye imunisasi MR. Selanjutnya, imunisasi MR masuk dalam jadwal 
imunisasi rutin dan diberikan pada anak usia 9 bulan, 18 bulan bulan, dan 
kelas 1 SD.
3
 
Indonesia merupakan satu dari 10 negara dengan jumlah kasus campak 
terbesar di dunia pada 2015 menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO). 
Kemenkes mencatat jumlah kasus campak dan rubella dalam 2014 sampai Juli 
2018 mencapai 57.056 kasus (8.964 positif campak dan 5.737 positif rubella).
4
 
Meningkatnya kemajuan dalam bidang kesehatan menjadikan 
pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan pula kewaspadaan 
                                                             
3
id.m.wikipedia.org, diakses 24 Februari 2019. 
4
Kustin Ayuwaragil, CNN Indonesia, Indonesia Diperkirakan Rugi Rp. 5,7 T karena 
Campak dan Rubella, m.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 17 November 2019. 
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terhadap perkembangan berbagai penyakit yang berevolusi menjadi wabah di 
masyarakat.
5
 Tak heran bila ada pepatah yang mengatakan bahwa, “Lebih baik 
mencegah dari pada mengobati”.  Dengan menjalani berbagai cara pencegahan 
yang baik dan benar kita tidak perlu terlalu khawatir terhadap penyakit 
tersebut. 
Pemberian imunisasi dan vaksinasi adalah salah satu upaya pemerintah 
dalam usaha pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang mewabah di 
masyarakat. Dan sudah sepatutnya kita sebagai warga masyarakat untuk 
mentaati segala peraturan pemerintah. Seperti dalam firman Allah: 
 َنْيِذَّلا اَهُّ َيأ َايآ لُِوأَو َلْوُسَّرلا اوُعيِطَأَو َللها اوُع ْ يِطَأ اوُنَم( ْمُكْنِم ِرْمَلأا۹۵)  
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, ta‟atilah Allah dan ta‟atilah Rasul 
(Nya) dan ulil amri diantara kamu.(QS. An-Nisa‟: 59)6 
 
Pemberian vaksin pada anak dewasa ini menjadi pro kontra dikalangan 
umat Islam, sebagian setuju dengan pemberian vaksin karena vaksin diyakini 
dapat mencegah terjadinya penyakit berbahaya yang ditimbulkan akibat virus/ 
sebagai tindakan preventif. Sebagian tidak setuju karena tubuh manusia sudah 
alamiah memiliki kekebalan tubuh yang didapat dari lahir sehingga tidak perlu 
adanya tambahan vaksin dari luar, terlebih vaksin terbuat dari virus dan 
bakteri yang justru membahayakan tubuh. Selain itu, vaksin ditemukan oleh 
                                                             
5Devi Putri Kussanti dan Intan Leliana,  “Program Kampanye Humas Puskesmas 
Kecamatan Palmerah dalam Upaya Preventif Bahaya Campak dan Rubella di Masyarakat,” Jurnal, 
Vol. 9 Nomor 1 Maret 2018. 
6
Departemen Agama RI,  Al Qur‟an Karim dan Terjemahannya, (Bandung: PT Cordoba 
Internasional Indonesia, 2012), hlm.  87. 
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orang barat sehingga ada kemungkinan untuk merusak generasi Islam dengan 
memasukan penyakit ke dalam tubuh.
7
 
Dilansir dalam surat kabar Tempo.co, Deputi II Kepresidenan Yanuar 
Nugroho mengungkapkan bahwa petugas kesehatan yang akan memberikan 
imunisasi MR (Measles Rubella) mendapat sejumlah penolakan dan ancaman. 
“Ada yang diancam parang karena orang tua merasa „saya enggak mau karena 
ini haram‟ Ini laporan yang masuk ke KSP,” kata Yanuar di Gedung Bina 
Graha, Jakarta, Rabu, 12 September 2018. Yanuar mengatakan, contoh kasus 
penolakan yang dialami petugas kesehatan terjadi di Puskesmas Papoyato 
Induk, Pohwatu, Gorontalo.
8
 
Dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus 2018 yang pada 
intinya menjelaskan bahwa terdapat penggunaan beberapa bahan yang 
dinyatakan dalam dokumen yang diberikan oleh SII sebagai produsen Vaksin 
MR berasal dari bahan sebagai berikut: 
1. Bahan yang berasal dari babi, yaitu gelatin yang berasal dari kulit babi dan 
trypsin yang berasal dari pankreas babi. 
2. Bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses 
produksinya, yaitu laktalbuin hydrolysate. 
3. Bahan yang berasal dari tubuh manusia, yaitu human diploid cell.9 
                                                             
7
 Wahyu Fajar Nugraha, “Vaksinani (Imunisasi) dalam Pandangan Hukum Islam,” Jurnal 
Perkolasi, (kota) Vol. II Nomor 1, 2018, hlm.1. 
8“Penolakan Imunisasi MR, Petugas Diusir Hingga Diancam Parang”, Kompas.Co, 12 
September 2018. 
9
 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa tentang Penggunaan Vaksin MR Produk 
dari SII untuk Imunisasi, (Jakarta: 2018), hlm. 9. 
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Vaksin Measles Rubella (MR), adalah salah satu vaksin yang  
memanfaatkan unsur babi, yang mana hukum memakan hewan tersebut adalah 
haram. Pelarangan memakan daging babi sudah dijelaskan dalam Al-Qur‟an, 
diantaranya: 
 ِوِب ِوّللا ِْيَِْغل َّلِىَأ اَمَو ِرِْيزَْنْلْا َمَْلََو َم َّدلاَو َةَتْيَمْلا ُمُكْيَلَع َمَّرَح َا َّنَِّإ ...  :لحّنلا(۱۱۹)  
Artinya: 
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) 
bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan 
menyebut nama selain Allah.(QS. An-Nahl: 115)
10
 
 
Demikian juga dalam sabda Rasulullah SAW: 
 ُللها ىَّلَص ِللها ُلْوُسَر َّنَأ َةَر ْيَرُى بَِأ ْنَع َمَّرَحَو اَه ََنَثََو َرْمَلْا َمَّرَح َللها َّنِإ َلاَق َمَّلَسَو ِوْيَلَع
 ُوََنَثََو َر ِْيزِْنْلْا َمَّرَحَو اَه ََنَثََو َةَتْيَمْلا 
Artinya: 
Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu „alaihi 
wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan 
khamr dan hasil penjualannya dan mengharamkan bangkai dan hasil 
penjualannya serta mengharamkan babi dan hasil penjaulannya". 
(HR. Sunan Abu Daud)
11
 
 
MUI dalam fatwanya juga telah menetapkan hukum penggunaan 
vaksin MR, yang tercantum dalam poin no. 2 yang berbunyi bahwa: „Vaksin 
MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam 
proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi‟.12 
                                                             
10
Departemen Agama RI,  Al Qur‟an Karim dan Terjemahannya,,.. hlm. 280. 
11
Muhammad Nashiruddin Al Albani, ShahihSunan Abu Daud, “Kitab al-Buyu‟”, “Bab  
tentang Upah”, terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 
hlm. 594. 
12
 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa tentang Penggunaan Vaksin.. hlm. 11. 
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Tetapi jika dalam kondisi darurat atau keterpaksaan maka hukumnya 
boleh (mubah), seperti halnya yang dijelaskan dalam kaidah fikih, yang 
berbunyi: 
 ُرَّضلاتاَرُْوظْح
َ
لما ُحْيُِبت ُتَرْو  
Keadaan darurat memperbolehkan melakukan yang dilarang.
13
 
Makna secara umum dari kaidah ini adalah bahwa seseorang 
dibolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan syariat Islam apabila dalam 
keadaan darurat. Adh-Dharûrâh dalam istilah syariat Islam adalah keadaan 
yang memaksa untuk melakukan apa yang dilarang oleh syariat Islam. 
Sebagian fuqaha mendefinisikannya bahwa ia adalah keadaan seseorang yang 
sampai pada batas apabila dia tidak melakukan apa yang dilarang, dia akan 
binasa atau hampir mati.
14
 
Adapun dalil dari kaidah ini adalah nash-nash yang banyak dari Al-
Qur‟an, diantaranya firman Allah SWT, 
 َمَْلََو َم َّدلاَو َةَتْيَمْلا ُمُكْيَلَع َمَّرَح َا َّنَِّا ِللها ِْيَْغِل ِِوب َّلُِىا آَمَو ِرِْيزِْنْلْا  ِنَمَف  َلََف ٍداَع َلََّو ٍغَاب َر ْ يَغ َُّرطْضا
 ِوْيَلَع َْثِْا  :ةرقبلا ( ٌمْيِحَّر ٌرْوُفَغ َللها َّنِا۱۷۱  ) 
Artinya: 
“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 
daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) 
selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. Al-Baqarah: 173)15 
                                                             
13
 Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz (100 Kaidah dalam Kehidupan Sehari-hari), terj. 
Muhyiddin mas Rida, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hal. 108. 
14
Ibid,. hlm. 108-110. 
15
Departemen Agama RI,  Al Qur‟an Karim dan Terjemahannya,,.. . hlm. 28.                                                                                                                       
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Dinyatakan dalam tafsir ayat ini, “Fa man idhtharra” artinya 
barangsiapa yang terpaksa memakan sesuatu yang diharamkan. Orang yang 
terpaksa adalah orang yang dibebani dengan sesuatu yang memaksa kepada 
orang yang dipaksa. Yang dimaksud di sini adalah orang yang takut terjadinya 
kerusakan. Adapun orang yang terpaksa adakalanya karena dipaksa atau 
karena kelaparan, dan lain sebagainya. 
Ada lima hal pokok yang menjadi kebutuhan hidup dan kehidupan 
manusia yang oleh Islam dilindungi, dijaga dan dipelihara melalui seperangkat 
hukum yang ditetapkannya. Kelima hal itu ialah akal, agama Islam, jiwa, harta 
dan kehormatan/keturunan. Inilah yang dikenal dengan istilah ad-dlaruriyyat 
al-khams (lima pilar asasi yang menjadi kebutuhan primer hidup dan 
kehidupan manusia) yang harus terpenuhi.
16
 
Berdasarkan  latar belakang diatas terkait Fatwa MUI No. 33 Tahun 
2018 tentang Vaksin Measles Rubella (MR)  akan sangat menarik jika dikaji 
menggunakan metode ijtihad Maqāṣid Asy-Syarī‟ah yang menjadi salah satu 
acuan dalam menetapkan hukum Islam. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 
membuat judul skripsi ‟‟Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang 
Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi dalam Perspektif 
Maqāṣid Asy-Syarī’ah’’ 
 
 
 
 
                                                             
16Ahmad Munif Suratmaputra, “Vaksin Miningitis dalam Kajian Fiqh,” Jurnal Misykat, 
Vol. 3 Nomor 1, 2018, hlm. 3. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 
beberapa pokok sebagai berikut:                                           
1. Bagaimana fatwa dan istimbath hukum MUI tentang Penggunaan Vaksin 
MR (Measles Rubella) untuk imunisasi dalam fatwa MUI No. 33 Tahun 
2018? 
2. Bagaimanakah pandangan Maqāṣid Asy-Syarī‟ah dalam fatwa MUI No. 33 
Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR untuk imunisasi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan dari perumusan masalah yang ada, serta berangkat dari 
pokok permasalahan di atas maka perlu adanya tujuan penelitian guna 
memperjelas pembahasannya, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui fatwa dan istimbath hukum MUI tentang penggunaan 
Vaksin MR (Measles Rubella) untuk imunisasi dalam fatwa MUI No. 33 
Tahun 2018. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Maqāṣid Asy-Syarī‟ah dalam 
fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR untuk 
imunisasi. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dari penelitian skripsi ini, penulis berharap semoga hasil studi yang 
berhasil dianalisis dapat bermanfaat. Diantaranya adalah untuk: 
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1. Manfaat Teoritis : 
a. Dapat digunakan sebagai bahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya 
yang ada kaitannya dengan masalah ini sekaligus sebagai bahan telaah. 
b. Dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran hukum Islam dibidang 
kesehatan khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. 
2. Manfaat Praktis : 
a. Diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan dalam bidang 
keilmuan , dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 
b. Diharapkan kepada masyarakat khususnya para tokoh masyarakat, 
akademisi, atau lembaga Islam dan masyarakat muslim umumnya 
mengetahui sebab MUI membolehkan penggunaan Vaksin MR untuk 
imunisasi. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Tinjuan pustaka ini merupakan salah satu untuk memberikan kejelasan 
dalam setiap informasi yang sedang dikaji dan diteliti, serta mendapatkan 
keaslian dan kepastian sesuai spesifikasi tema pengkajiannya. Oleh karena itu 
penyusun mencoba menelaah beberapa karya ilmiah yang dianggap memiliki 
kesamaan atau setema dengan kajian ini. Adapun jurnal atau skripsi yang 
membahas mengenai seputar vaksin dan imunisasi dalam pandangan hukum 
Islam, menurut hemat penulis ada beberapa yang pernah ada yang membahas. 
Dice Indriani dengan judul skripsi “Fatwa MUI No. 04 Tahun 2016 
Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita Dalam Perspektif Hukum 
Islam”. Dalam skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas 
10 
 
 
 
Islam Indonesia itu, Dice Indriani berbicara mengenai dasar pertimbangan dari 
penghalalan vaksin imunisasi bagi balita dalam fatwa MUI No 04 Tahun 
2016. Istimbath hukum penghalalan vaksin imunisasi bagi balita dalam fatwa 
MUI No 04 Tahun 2016 dengan menggunakan metode Qawaidul Fiqhiyah 
(kaidah fiqih) yang mana terdapat pada bagian Al Qawa’id Al Kulliyah , 
AlDlarurat karena kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat 
mengancam jiwa manusia, dan Al Hajat suatu kondisi keterdesakan yang 
apabila tidak diimunisasi maka akan menyebabkan penyakit berat kecacatan,  
bahkan kematian pada seseorang. Bentuk maslahah mursalah dalam fatwa 
MUI No 04 Tahun 2016 tentang penghalalan vaksin imunisasi bagi balita, bisa 
dikategorikan kedalam maslahat Hajiyat maslahah untuk meringankan dan 
memudahkan kepentingan, jika akan mengancam hidup manusia dalam hal ini 
dikategorikan kedalam maslahat daruriyat. Jika balita baru lahir tidak 
diberikan imunisasi rentan sekali terkena virus dan gampang sekali terjangkit 
penyakit, hal ini dilakukan sebagai upaya preventif pencegahan.
17
 Dalam 
skripsi tersebut penulis membahas mengenai vaksin imunisasi dan 
menganalisa menggunakan maslahah mursalah. Hal tersebut jelas berbeda 
dengan penelitian ini, yang mana penelitian ini fokus membahas penggunaan 
vaksin Measles Rubella dengan analisa Maqāṣid Asy-Syarī‟ah. 
Naeli Anisatuzuhriya, dengan judul skripsi “Analisis Fatwa MUI No. 
33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk 
                                                             
17Dice Indriani, “Fatwa MUI No. 04 Tahun 2016 tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi 
bagi Balita dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Jurusan Ilmu Agama Islam  UII Yogyakarta. 
Yogyakarta.  2018. hlm. 62. 
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Imunisasi”. Dalam skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syari‟ah Institut 
Agama Islam Negeri Purwokerto itu, Naeli membahas mengenai pada 
dasarnya hukum penggunaan vaksin MR produk SII menurut fatwa MUI 
dinyatakan haram. Akan tetapi karena belum ditemukan vaksin MR yang halal 
dan suci sementara keadaan mengharuskan penggunaan vaksin tersebut, maka 
penggunaan vaksin MR pada saat ini dibolehkan (mubah), didasarkan pada 
kondisi keterpaksaan (darurat syar‟iyyah). Jika dalam perkembangannya 
kemudian ditemukan vaksin yang halal dan suci maka hukum penggunaan 
vaksin MR kembali pada hukum asal, yaitu haram. 2) metode istinbath yang 
digunakan MUI dalam memutuskan fatwa hukum penggunaan vaksin MR 
adalah metode istinbath, yaitu metode penetapan hukum yang berdasarkan 
maslahat. Adapun kemashlahatan yang ingin dicapai dari keputusan bolehnya 
penggunaan vaksin MR adalah menjaga jiwa (hifz an-nafs), yaitu menjadi 
salah satu dari lima komponen tujuan tercapainya syariat (ad-daruriyyat al-
kham). 
Ahmad Munif, dengan judul skripsi “Analisa Maqāṣid Asy-Syarī‟ah 
dalam Piagam Madinah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Hasil 
Keputusan Bahsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa 
Madura Tahun 2016). Dalam skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta itu, Munif berbicara mengenai masalah 
bagaimana metode istinbath hukum bahsul masail yang digunakan oleh Forum 
Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Madura mengenai Piagam Madinah 
sebagai konstitusi negara untuk masyarakat plural dan persamaan Maqāṣid 
Asy-Syarī‟ah antara Piagam Madinah dengan Pancasila dan Undang-Undang 
12 
 
 
 
dasar 1945.
18
 Dalam skripsi tersebut, judul atau pun pembahasannya jelas 
berbeda dengan penelitian ini, tetapi memang dalam metodenya sama-sama 
menggunakan analisa Maqāṣid Asy-Syarī‟ah. 
Norhidayah  Pauzi dan Saadan Man, dalam judul jurnal mereka 
“Maslahah Dalam Vaksinasi: Analisis Fatwa Malaysia Dan Indonesia. 
Dalam artikel ini penulis memfokuskan perbincangan kepada analisis 
perbandingan fatwa perubatan khasnya penggunaan vaksin Meningococcal 
Meningitis di antara malaysia dan Indonesia. Berdasarkan kajian, hukum 
pengambilan suntikan vaksin Meningitis jenama Mencevax diharuskan di 
Malaysia. Hal ini  berbeda dengan Indonesia yang mengharamkan suntikan 
vaksin Meningitis jenama Mencevax karena audit yang dijalankan mendapati 
vaksin ini pernah bersentuhan dengan unsur babi dalam penghasilannya. 
Justru, masyarakat awam Indonesia disarankan supaya mengambil suntikan 
vaksin halal seperti mana yang disyorkan oleh Majelis Ulama Indonesia. 
Vaksin halal berkenaan tidak pernah bersentuhan dengan unsur babi meskipun 
bersumberkan bahan yang najis. Akan tetapi, ia dapat disucikan melalui proses 
penyucian berulang yang selaras dengan hukum syarak lalu menghasilkan 
vaksin baru yang halal. Kajian mendapati bahwa terdapat perbedaan yang 
kentara dari sudut metode pengeluaran fatwa yang dikeluarkan di antara 
Malaysia dan Indonesia. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 
Malaysia mengharuskan pengambilan suntikan vaksin jenama Me ncevax 
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 Ahmad Munif, Analisa Maqāṣid Asy-Syarī‟ah dalam Piagam Madinah, Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 (Hasil Keputusan Bahsul Masail Forum Musyawarah Pondok 
Pesantren se-Jawa Madura Tahun 2016), Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, 
Surakarta 2017.  Hlm. 6 
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berasaskan pendekatan akhaf aldararayn dan maslahah daruriyyah untuk 
tujuan menyelamatkan nyawa. Malaysia juga tidak memberikan pengesahan 
halal kepada vaksin Miningitis karena ia tidak tidak selaras dengan standard 
farmaseutikal halal Malaysia, MS2424:2012. Manakala, Majelis Ulama 
Indonesia mengharamkan pengambilan suntikan vaksin jenama Mencevax dan 
mewajibkan jemaah haji dan umrah di Indonesia mengambil suntikan vaksin 
halal karena prinsip darurat tidak relevan lagi digunakan. Dapat disimpulkan 
bahwa Islam mementingkan penjagaan kesehatan serta menyarankan supaya 
mengambil langkah pencegahan yang lebih awal sebelum berlakunya sesuatu 
yang boleh mendatangkan kemudaratan tubuh badan. Tindakan mengambil 
suntikan vaksin merupakan satu kewajiban supaya dapat membendung gejala 
penyakit berjangkit dari peringkat awal di samping mengelakkan mafsadah 
yang lebih besar kepada masyarakat awam. Meskipun terdapat setengah 
dakwaan daripada golongan anti vaksin yang mengatakan suntikan vaksin 
yang diberikan mengandung bahan haram dan najis namun begitu sekiranya 
tiada alternatif yang lain maka penggunaan vaksin tersebut diharuskan karena 
darurat.
19
 
Andi Batari Ola dengan judul penelitian “Persepsi Ibu Terhadap 
Pemberian Imunisasi Pada Kelompok An Nadzir Desa Mawang Kecamatan 
Sombo Opu Kabupaten Gowa”. Dalam penelitiannya, penulis membahas 
bagaimana persepsi ibu terhadap pemberian imunisasi pada anak di kelompok 
An-nadzir Desa Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupatan Gowa. Hasil dari 
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Norhidayah Pauzi dan Saadan Man,  “Maslahah dalam Vaksinasi: Analisis Fatwa 
Malaysia dan Indonesia”, Jurnal Fiqh, Nomor  14, 2017, hlm. 46. 
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penelitian penulis Ibu di Jamaah An Nadzir memiliki persepsi yang baik 
terhadap pemberian imunisasi pada anak dengan memberikan imunisasi pada 
anak mereka, dan sebagian dari mereka tidak memberikan imunisasi pada 
anaknya dikarenakan oleh faktor tidak diberikan izin oleh suami, dan faktor 
fasilitas pelayanan kesehatan yang jauh dari kompleks jamaah An Nadzir, 
serta sebagian dari ibu di Jamaah An Nadzir tidak mengetahui manfaat serta 
tujuan dari pemberian imunisasi pada anak dan persepsi ibu jamaah An Nadzir 
terhadap pemberian imunisasi pada anak di pengaruhi oleh faktor 
pengetahuan, pendidikan, sikap dan informasi yang diperoleh terhadap 
pemberian imunisasi pada anak.
20
 
Ahmad Munif Suratmaputra dengan judul jurnal “Vaksin Miningitis 
Dalam Kajian Fiqh”. Artikel ini mengkaji masalah hukum vaksin meningitis 
lewat teori pencucian najis melalui fiqh empat mazhab, mulai dari pengertian 
najis dan hal-hal penting yang terkait dengannya masalah vaksin. Hasil dari 
penelitian tersebut diketahui bahwa bibit bakteri vaksin miningitis yang 
dijadikan bahan pembuatan vaksin oleh masing-masing pabrik vaksin itu 
dibeli dari lembaga riset yang nota bene milik non muslim. Lembaga-lembaga 
riset tersebut dalam pengembangbiakan bakteri selalu mempergunakan media 
yang memanfaatkan enzim babi untuk memotong-motong nutrisi makanan 
vaksin. Pada perkembangan selanjutnya ada yang mempergunakan darah, 
kaldu sapi, bulu bebek dan bahan halal non enimal. Ada juga yang melibatkan 
rambut manusia. Lalu pada proses selanjutnya hingga menjadi vaksin, 
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semuanya melibatkan alkohol. Tentang alkohol ada dua pendapat. Syekh 
Muhammad Abduh, Syekh Athiyah Shaqar menyatakan suci. Pendapat yang 
lain menyatakan najiz. Di sini solusinya ada dua. Dapat mengikuti pandangan 
yang menyatakan suci atau lewat kaidah istihalah.
21
 Dalam jurnal tersebut 
fokus membahas mengenai vaksin miningitis dengan menggunakan teori 
pencucian najis melalui fiqh empat mazhab, jadi jelas berbeda dengan 
penelitian ini. 
Makhrus Munajat, dalam jurnal yang berjudul “Imunisasi Menurut 
Kajian MUI”. Jurnal tersebut beliau sampaikan dalam acara Seminar Nasional 
yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran UII Yogyakarta. Dalam jurnal 
ini membahas tentang hukum imunisasi dengan alasan-alasan sebagai berikut: 
(a) Imunisasi untuk kepentingan kesehatan sangat dianjurkan, bahkan dapat 
dikatakan wajib jika berpegang pada sadudzdzari‟ah. (b) Imunisasi dengan 
dugaan adanya campuran bahan haram, dan vaksin tersebut sudah dicuci 
dengan bahan kimiawi, maka hukumnya menjadi halal (suci) hal ini dengan 
dasar istihlak, (c) jika ada indikasi keharaman maka hukumnya tetap boleh 
dengan alasan darurat atau mengambil mudharat yang lebih ringan.
22
 
Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang telah dijelaskan di atas, 
sejauh penelusuran pustaka ini, memang sudah banyak artikel yang membahas 
tentang vaksinasi. Tetapi, penulis belum pernah menemukan penelitian yang 
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 Makhrus Munajat, “Imunisasi Menurut Kajian MUI”,  Makalah  pada Seminar 
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secara khusus mengkaji fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang penggunaan 
vaksin measles rubella  menggunakan analisa Maqāṣid Asy-Syarī‟ah. 
 
F. Kerangka Teori 
1. Pengertian Imunisasi dan Vaksinasi 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Imunisasi diartikan 
“pengebalan” (terhadap penyakit). Vaksinasi dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) memiliki arti penanaman bibit penyakit (misalnya 
cacar) yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau binatang 
(dengan cara menggoreskan atau menusukkan jarum) agar orang atau 
binatang itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut.
23
 
Vaksin adalah suatu zat yang merupakan suatu bentuk produk 
biologi yang diketahui berasal dari virus, bakteri atau dari kombinasi 
antara keduanya yang dilemahkan. Vaksin diberikan kepada individu yang 
sehat guna merangsang munculnya antibody atau kekebalan tubuh guna 
mencegah dari infeksi penyakit tertentu.  
“Yang perlu digarisbawahi, imunisasi memberikan perlindungan 
kekebalan terhadap penyakit secara spesifik tergantung jenis vaksin 
yang diberikan. Perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa 
imunisasi memberi perlindungan penyakit tertentu sesuai jenis 
vaksinnya, misalnya vaksin HB untuk mencegah Hepatitis B dan 
vaksin DPT untuk mencegah difteri, pertusis dan tetanus. Bukan 
berarti semua penyakit langsung hilang dengan diberikan satu jenis 
imunisasi, tambah Menkes.”24 
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 https://kbbi.web.id/vaksinasi, diakses pada tanggal 13 Maret 2019. 
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Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian 
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Menkes menegaskan bahwa program Imunisasi merupakan salah 
satu program kesehatan yang paling efektif dalam pembangunan kesehatan 
utamanya untuk mencegah kesakitan, kecacatan dan kematian yang 
disebabkan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). 
Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang dijamin ketersediaannya oleh 
Pemerintah yang meliputi vaksin Bacillus Calmette Guerin (BCG); 
Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B 
(DPT-HB-Hib) atau yang saat ini dikenal dengan pentavalen; Hepatitis B 
pada bayi baru lahir; Polio, Campak, DT (Difteri Tetanus) yang ditujukan 
untuk bayi usia 2, 4, 5, dan 18 bulan, serta Td (Tetanus Difteri) selaku 
booster bagi anak usia 7 tahun ke atas. Imunisasi dasar lengkap yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah menggunakan vaksin buatan PT 
Biofarma dan dijamin kualitas dan keamanannya. Vaksin tersebut sudah 
dibeli oleh pemerintah agar masyarakat bisa memanfaatkannya dengan 
tanpa biaya, tambah Menkes.
25
 
2. FATWA 
Fatwa ( al-fatwa) secara bahasa berarti petuah, nasehat, jawaban atas 
pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.
26
 Secara bahasa fatwa memiliki 
tiga makna; penjelasan(al-bayan), jawaban atas pertanyaan (al-jawab „ala 
as-sual), dan penjelasan serta jawaban atas sebuah persoalan yang rumit 
(al-bayan wa al-jawab „an ma asykala). Sedangkan secara istilah fatwa 
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Perpustakan Nasional RI: (KDT), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru 
Hoeve, 1997), hlm. 326. 
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bisa bermakna al-ikhbar bi al-hukm asy-syar‟i ma‟a al-ma‟rifah bi 
dalilihi, mengkhabarkan atau memberitahukan sebuah hukum syara‟ 
disertai pengetahuan atas dalilnya.
27
 
Dalam ilmu usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan 
seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa 
dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.
28
 Fatwa menempati 
kedudukan sangat penting di dalam hukum Islam karena fatwa adalah 
pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (Fuqaha) tentang 
kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan 
masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan 
hukumnya secara eksplisit (tegas) baik dalam Al-Qur‟an, as-sunnah dan 
Ijma‟ maupun pendapat fuqaha terdahulu, oleh karena itu fatwa 
merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau 
menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut.
29
 
3. Metode Istimbat 
Kata istimbat bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan 
oleh Muhammad bin „Ali al-Fayyumi (w.770 H) ahli Bahasa arab dan 
Fikih, berarti upaya menarik hukum dari Al-Qur‟an dan Sunnah dengan 
jalan ijtihad. 
                                                             
27Muh. Nashirudin, “Fatwa MUI Bidang Ibadah dan Perannya dalam Kehidupan 
Berbangsa dan Bernegara”  Makalah pada acara Milad ke-42 Komisi Fatwa MUI di Islamic 
Conference on MUI Studie tanggal 26-28 Juli 2017,  hal.  4. 
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 Perpustakan Nasional RI: (KDT), Ensiklopedi Hukum Islam.. .hlm. 326. 
29Dice Indriani, “Fatwa MUI No. 04 Tahun 2016 tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi 
bagi Balita dalam Perspektif Hukum Islam”,.. hlm. 19. 
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Secara garis besar, metode istimbat dapat dibagi kepada tiga bagian, 
yaitu segi kebahasana, segi Maqāṣid (tujuan) syarī‟ah, dan segi 
penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.
30
 
a. Metode Istimbat dari Segi Bahasa 
1) Amar (Perintah), Nahi (Larangan), dan Takhyir (Memberi Pilih) 
2) Lafal Umum („Am) dan Lafal Khusus (Khas) 
3) Mutlaq dan Muqayyad 
4) Mantuq dan Mafhum 
5) Lafal dari Segi Jelas dan Tidak Jelas Maknanya 
6) Lafal ditinjau dari Segi Pemakaiannya 
7) Ta‟wil 
b. Metode Penetapan Hukum Melalui Maqāṣid Asy-Syarī‟ah 
1) Pengertian Maqāṣid Asy-Syarī‟ah 
2) Peranan Maqāṣid Asy-Syarī‟ah dalam Pengembangan hukum 
c. Ta‟arud dan Tarjih 
1) Ta‟arud 
2) Tarjih 
4. Maqāṣid Asy-Syarī‟ah 
Maqāṣid Asy-Syarī‟ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam 
merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-
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Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 178. 
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ayat Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan 
suatu hukum yang berorientasi kepada kemashlahatan umat manusia.
31
 
Ulama ushul fiqh mendifinisikan maqāṣid asy-syarī‟ah dengan 
“makna dan tujuan yang dikehendaki syara‟ dalam mensyari‟atkan suatu 
hukum bagi kemaslahatan umat manusia”. Maqāṣid Asy-Syarī‟ah 
dikalangan ulama ushul fiqh disebut juga dengan asrar al-syari‟ah, yaitu 
rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara‟, 
berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
32
 
Maqāṣid Asy-Syarī‟ah menjadi salah satu tema dalam ushul fikih 
yang saaat ini mendapat perhatian besar dari ulama dan pemikiran 
kontemporer. Maqāṣid Asy-Syarī‟ah menjadi alternatif atas 
ketidakmampuan metode qiyas dengan proses talil al-ahkam dalam 
menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer.
33
 
Ulama kontemporer Yusuf Qardawi, sebagaimana dikutip oleh 
Mudhofir Abdullah, memperkenal Fiqh al-Maqasid  al-Syari‟ah, yaitu 
sebuah fiqh yang dibangun atas dasar tujuan ditetapkannya sebuah hukum. 
Pada teknisnya metode ini ditujukan bagaimana nash-nash syar‟i yang 
juz‟i dalam konteks maqāṣid asy-syarī‟ah dan mengikatnya sebuah hukum 
dengan tujuan utama ditetapkannya hukum tersebut, yaitu melindungi 
kemashlahatan dan kebaikan bagi seluruh manusia, baik dunia maupun 
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Pujiono, Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat (Menguak Pergeseran 
Perilaku Kaum Santri), (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 61. 
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 Muh. Nashirudin, “Talil al-Ahkam dan Pembaruan Ushul Fikih,” Jurnal Al-Ahkam, 
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akhirat. Dengan demikian segala sesuatu yang di dalamnya mengandung 
kelaliman, kekejian, kerusakan, dan ketidakbergunaan, maka pasti ia 
bukanlah Syari‟ah.34 
 
G. Metode Penelitian 
Metode dalam penulisan mempunyai arti yang sangat penting karena 
metode merupakan cara yang digunakan oleh penulis agar penulisan karya 
ilmiah dapat terarah dan mencapai sasaran yang dituju dalam penulisan 
tersebut sehingga mendapatkan hasil yang optimal. 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian 
adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini disusun dengan melakukan kajian pustaka (Library 
Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, 
menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di 
dalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan.
35
 Dengan 
menekankan pada penelusuran atau penelaahan bahan-bahan pustaka atau 
literatur yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini, yaitu analisa 
terhadap pembolehan vaksin MR dalam fatwa  MUI. 
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2. Sumber Data 
Data-data yang dijadikan sumber dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini 
merupakan data yang diperoleh dari ; 
a. Bahan primer, yaitu fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang 
Penggunaan Vaksin MR untuk imunisasi. 
b. Bahan sekunder, yaitu bahan atau data yang memberikan penjelasan 
bahan primer seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan sekunder, seperti artikel-artikel, 
majalah, kamus, maupun surat kabar yang berkaitan dengan topik 
pembahasan dalam penelitian. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Penyusun menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi fatwa 
MUI No. 33 Tahun 2018 untuk mendapatkan informasi tentang pandangan 
MUI terkait penggunaan Vaksin MR untuk imunisasi, ditunjang dengan 
teknik pengumpulan data dengan melihat literatur atau karya ilmiah yang 
berkaitan dengan vaksinasi. 
4. Teknik Analisis Data 
Sebagai analisis data, penulis menggunakan alat deskriptif kualitatif 
dimana penulis menjelaskan, menggambarkan, memaparkan sesuatu 
dengan rumusan yang dituju. Dalam analisis, penulis menggunakan 
analisis deduktif, yaitu menganalisis hal yang masih umum ke arah yang 
khusus untuk dapat ditarik suatu kesimpulan. Atau dengan kata lain, 
23 
 
 
 
menarik suatu sintesis (simpul-simpul) pembahasan dari beragam sumber 
yang telah dikemukakan oleh pakar atau data-data yang releven dengan 
penelitian.
36
 
 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi 
dalam bentuk  bab dan sub-bab yang secara logis berhubungan dan merupakan 
satu kesatuan dari masalah yang diteliti. Untuk memberikan gambaran umum 
tentang isi penelitian ini, penulis memberikan sistematika penulisan sebagai 
berikut: 
Bab I Pendahuluan. Terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, 
kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II Landasan Teori. Berisi tinjauan umum Vaksinasi, Pengertian 
dan batasan-batasan Dlarurat dan teori Maqāṣid Asy-Syarī‟ah. Dalam bab ini 
dijelaskan mengenai sejarah vaksin, pengertian vaksinasi, vaksin Measles 
Rubella dan vaksinasi dalam perspektif hukum Islam, pengertian dan batasan-
batasan dlarurat, serta penjelasan teori Maqāṣid Asy-Syarī‟ah. 
Bab III Deskripsi Data Penelitian. Berisi gambaran umum MUI dan 
fatwa MUI No. 33 Tahun 2018. Dalam  bab ini menerangkan gambaran umum 
fatwa MUI berisi profil MUI, Kedudukan fatwa MUI , serta gambaran umum 
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fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR untuk 
imunisasi. 
Bab IV berisi pembahasan atau analisis tentang istimbath hukum MUI 
tentang penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) untuk imunisasi dan 
pandangan Maqāṣid Asy-Syarī‟ah dalam fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 
tentang Penggunaan Vaksin MR untuk imunisasi. 
Bab V merupakan penutup penelitian ini, yang secara khusus berisi 
kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya. Selain 
itu juga berisi saran-saran penulis untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG VAKSINASI DAN  
TEORI  MAQĀṣID ASY-SYARĪ’AH 
 
A. Tinjauan Umum tentang Vaksinasi 
1. Sejarah Vaksin 
Pada tahun 1887 Louis Pasteur membuat suatu vaksin, 
menggunakan kuman hidup yang telah dilemahkan. Vaksin ini 
dimaksudkan untuk vaksinasi cowpok dan smallpox kemudian pada tahun 
1881 mulai dibuat vaksin anthrax, menyusul pembuatan vaksin rabies 
tahun 1885. Vaksin merupakan suatu produk biologis yang terbuat dari 
kuman, komponen kuman seperti bakteri, virus atau riketsia (rickettsia = 
genus suku Rickettsieae, di tularkan oleh tuman, pinjal, sengkenit dan 
tungau kepada manusia dan hewan lainnya, menyebabkan berbagai 
penyakit).
37
 
Vaksin juga dapat berupa produk racun kuman yang telah 
dilemahkan atau dimatikan dan akan menimbulkan respon spesifik secara 
aktif terhadap penyakit tertentu. Pemberian vaksin dimaksudkan untuk 
menimbulkan respon spesifik pada imunitas tubuh, seperti halnya ada 
infeksi alamiah dengan bahan menular sehingga tubuh menjadi kebal. 
Pembuatan vaksin, perlu dilakukan dengan baik dan benar. Vaksin yang 
berkualitas akan menghasilkan respon imun yang diharapkan. 
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(Yogyakarta: Nuha Offset, 2015), hlm. 19. 
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Ada 3 jenis vaksin, yang pertama, vaksin yang mengandung 
mikroba mati, vaksin yang mengandung mikroba hidup dan vaksin yang 
mengandung komponen mikroba. Vaksin yang mengandung mikroba 
disebut dengan vaksin utuh, vaksin yang mengandung komponen mikroba 
disebut vaksin subunit. Untuk vaksin utuh, cara pembuatannya mikroba 
harus ditanam dalam sebuah media tumbuh sampai siap produksi, 
selanjutnya dipanen. Vaksin yang mengandung mikroba hidup, setelah 
dipanen mikroba tersebut diberi bahan-bahan tambahan agar stabil. Vaksin 
dengan mikroba mati, prinsipnya sama dengan vaksin menggunakan 
mikroba hidup. Setelah dipanen baru mikroba dimatikan, untuk 
membentuk vaksin yang kuat sehingga nantinya dapat merangsang sistem 
imun tubuh dengan sempurna, maka diberikanlah bahan-bahan tambahan 
seperti adjuvan.
38
 
Sementara vaksin subunit (menggunakan komponen mikroba), 
dimulai dari pengekstraksian komponen mikroba dari medium 
pertumbuhan, kemudian dimurnikan untuk menghilangkan bahan-bahan 
yang tidak dibutuhkan. Setelah itu, komponen mikroba dinonaktifkan, dan 
dapat ditambahkan adjuvan seperti pembuatan vaksin lain. 
2. Pengertian Vaksinasi 
Vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen dari virus/ bakteri 
yang dapat merangsang imunitas (antibodi) dari sistem imun di dalam 
tubuh. Semacam memberi “infeksi ringan”.39  
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 Reahanul Bahraen, Vaksinasi Mubah dan Bermanfaat, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 
2016), hlm. 1. 
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Vaksinasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 
arti penanaman bibit penyakit (misalnya cacar) yang sudah dilemahkan ke 
dalam tubuh manusia atau binatang (dengan cara menggoreskan atau 
menusukkan jarum) agar orang atau binatang itu menjadi kebal terhadap 
penyakit tersebut.
40
 
Vaksinasi merupakan suatu tindakan yang dengan sengaja 
memberikan paparan antigen yang berasal dari suatu patogen. Antigen 
yang diberikan telah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan 
sakit namun mampu memproduksi lomfosit yang peka sebagai antibody 
dan sel memori. Cara ini cukup memberikan kekebalan. Tujuannya adalah 
memberikan “infeksi ringan” yang tidak berbahaya namun cukup untuk 
menyiapakan respon imun sehingga apabila terjangkit penyakit yang 
sesungguhnya di kemudian hari anak tidak menjadi sakit karena tubuh 
dengan cepat membentuk antibody dan mematikan antigen/ penyakit yang 
masuk tersebut.
41
 
 
B. Measles Rubella (MR) 
Rubella (juga disebut  Campak Jerman) adalah infeksi virus yang 
sangat menular yang biasa diderita oleh anak-anak, tetapi juga menjangkiti 
remaja dan orang dewasa.
42
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 Nina Siti Mulyani dan  Mega Rinawati, Imunisasi Untuk Anak, (Yogyakarta: Nuha 
Medika, 2018), hlm. 13. 
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Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang 
disebabkan oleh virus dan di tularkan melalui batuk dan bersin. Gejala 
penyakit campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (rash) 
disertai dengan batuk dan/ atau pilek dan/ atau konjungtivitas dan dapat 
berujung pada komplikasi berupa pneumonia, diare, meningitis dan bahkan 
dapat menyebabkan kematian. Ketika seseorang terkena campak, 90% orang 
yang berinteraksi erat dengan penderita dapat tertular jika mereka belum kebal 
terhadap campak. Kekebalan terbentuk jika telah diimunisasi atau telah 
terinfeksi virus campak sebelumnya.
43
 
Rubella adalah penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak 
dan dewasa muda yang rentan. Penyakit ini mudah menular, akan tetapi yang 
menjadi perhatian dalam kesehatan masyarakat adalah efek teratogenik 
apabila rubella ini menyerang pada wanita hamil terutama pada masa awal 
kehamilan. Infeksi rubella pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran atau 
kecacatan permanen pada bayi yang dilahirkan atau dikenal dengan sindrom 
rubella.
44
 Belum ada pengobatan untuk penyakit campak dan rubella, namun 
penyakit ini dapat dicegah. 
Imunisasi dengan vaksin MR adalah pencegahan terbaik untuk kedua 
penyakit ini. Satu vaksin mencegah dua penyakit sekaligus. Betapapun, 
Kementerian Kesehatan bersikukuh tetap melaksanakan program nasional 
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imunisasi untuk mengendalikan penyakit rubella ditengah polemik vaksin MR 
yang terus berlanjut.
45
 
Imunisasi Massal Campak dan Rubella diberikan pada anak usia 9 
bulan- kurang dari 15 tahun pada bulan Agustus di Sekolah dan September di 
Puskesmas, Posyandu dan Fasilitas Kesehatan. Pelaksanaan tahun 2017 di 
Pulau Jawa dan 2018 di luar Jawa.
46
 
 
C. Pengertian dan Batasan-batasan Ḍarurat 
1. Pengertian Ḍarurat 
Al-Jurjani di dalam karyanya At-Ta‟rīfāt, mengatakan, kata aḍ-
ḍarurat itu dibentuk dari aḍ-ḍarar (mudarat), yaitu suatu musibah yang 
tidak dapat dihindari. Darurat itu sendiri mempunyai banyak definisi yang 
hampir sama pengertiannya. Diantaranya adalah definisi yang 
dikemukakan oleh Jasshash ketika berbicara mengenai makhmashah 
(kelaparan parah), dikatakannya: “Darurat itu adalah rasa takut akan 
ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota 
tubuh bila tidak makan. Definisi serupa dikemukakan pula oleh al-
Bazdawi yaitu: “Pengertian darurat dalam hubungannya dengan kelaparan 
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 Ayumi Amindoni, “Vaksin MR „tidak halal‟: MUI pusat bolehkan karena darurat, di 
daerah masih ada yang menolak”, BBC News Indonesia, 22 Agustus 2018, 
http;//www.bbc.com/indonesia/indonesia-45248643 
46
 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, www.kemenkes.go.id, diakses pada hari 
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parah, ialah jika seseorang tidak mau makan, maka dikuatirkan ia akan 
kehiangan jiwa atau anggota badannya.
47
 
Al-Zarkasyi dan al-Sayuthi mendefinisikan darurat dalam rumusan 
sebagai berikut: “Darurat ialah sampainya seseorang pada batas di mana 
jika ia tidak mau memakan yang dilarang, maka ia akan binasa, atau 
mendekati binasa, seperti orang yang terpaksa makan dan memakan 
sesuatu yang dilarang dimana jika ia bertahan dalam kelaparannya atau 
tanpa memakai sesuatu yang dimaksud ia akan mati atau hilang sebagian 
anggota badannya.
48
 
Menurut ulama Syafi‟iah, darurat adalah rasa kuatir akan terjadinya 
kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semkin parahnya 
penyakit ataupun membuat semakin lamanya sakit; atau terpisahnya 
dengan rombongan seperjalanan, atau kuatir melemahnya kemampuan 
berjalan mengendarai jika ia tidak makan; dan ia tidak mendapatkan yang 
halal untuk dimakan; yang ada hanya yang haram, maka dikala itu ia mesti 
makan yang haram itu.
49
 
2. Batasan-batasan Darurat 
Dipahami dari definisi yang telah kami rumuskan tadi, bahwa 
harus ada penetapan batasan-batasan (ḍawabith) bagi darurat ataupun 
syarat-syaratnya, sehingga hukumnya boleh dipegang dan boleh pula 
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 Wahbah Az-Zuhaili, Konsep Darurat dalam Hukum Islam (Studi Banding dengan 
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melanggar kaidah-kaidah yang umum dalam menetapkan yang haram dan 
menetapkan yang wajib karena darurat itu. Batasan-batasan darurat ini 
adalah sebaga berikut:
50
 
a. Darurat dimaksud harus sudah ada dan bukan masih ditunggu, dengan 
kata lain kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa atau harta 
itu betul-betul ada dalam kenyataan dan hal ini diketahui melalui 
dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada; atau jika 
seseorang merasa yakin akan adanya bahaya yang hakiki terhadap lima 
kebutuhan yang sangat mendasar, yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal, 
dan harta. 
b. Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar 
perintah-perintah atau larangan-larangan syara‟: atau tidak ada cara 
lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain 
melanggar hukum. 
c. Hendaknya, dalam keadaan adanya yang diharamkan bersama yang 
dibolehkan itu (dalam keadaan-keadaan yang biasa) alasan yang 
dibolehkan seseorang melakukan yang haram. Dengan ungkapan yang 
lebih singkat lagi, bahwa kemudharatan itu memang memaksa dimana 
ia betul-betul khawatir akan hilangnya jiwa atau anggota tubuh. 
d. Jangan sampai orang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip syara‟ 
yang pokok yang telah disebutkan, berupa memelihara hak-hak orang 
lain, serta menciptakan keadilan, menunaikan amanah, menghindari 
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kemudharatan serta memelihara prinsip keberagamaan serta pokok-
pokok akidah Islam; umpamanya diharamkannya zina, pembunuhan, 
kufur, dan merampas dalam kondisi bagaimanapun; karena ini adalah 
mufsadah yang dikarenakan asensinya. 
e. Bahwa orang yang terpaksa itu membatasi diri pada hal yang 
dibenarkan melakukannya karena- darurat itu dalam pandangan 
Jumhur fuqaha pada batas yang paling rendah guna menghindari 
kemudharatan. 
f. Dalam keadaan darurat berobat, hendaknya yang haram itu dipakai 
berdasarkan resep dokter yang adil dan dipercaya baik dalam masalah 
agama maupun ilmunya. 
g. Harus berlalu satu hari dan satu malam bagi orang yang terpaksa dalam 
masalah makanan- dalam pandangan penganut aliran zhahiriyah- tanpa 
memperoleh makanan yang halal, dan didapatnya tidak ada makanan 
kecuali yang haram. 
h. Jika pemimpin- dalam keadaan darurat yang merata- dapat mengetahui 
dengan yakin akan adanya kezaliman, atau kemudharatan yang nyata, 
atau kesempitan yang sangat atau adanya manfaat yang merata yang 
diperkirakan dapat membahayakan negara apabila negara tidak 
mengamalkan tuntutan prinsip darurat. 
i. Hendaknya sasaran pembatalan transaksi yang karena darurat itu 
adalah menciptakan keadilan, atau tidak merusak prinsip 
keseimbangan diantara dua pihak yang bertransaksi.  
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D. Konsep Maqāṣid Asy-Syarī’ah. 
1. Pengertian Maqāṣid Asy-Syarī‟ah. 
a. Pengertian maqāṣid asy-syarī‟ah menurut bahasa. 
Secara bahasa maqāṣid asy-syarī‟ah adalah rangkaian kata 
bahasa Arab yang mempunyai arti maksud atau tujuan disyariatkannya 
hukum Islam.
51
 Secara lugawi (bahasa), terdiri dari dua kata yakni, 
maqāṣid dan syarī‟ah. maqāṣid adalah bentuk jamak dari maqshad 
yang berarti kesengajaan atau tujuan, syarī‟ah berarti jalan menuju 
sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai 
jalan ke arah sumber pokok kehidupan.
52
 
Arti kata syarī‟ah secara bahasa dapat dikatakan bahwa ada 
keterkaitan kandungan makna antara syarī‟ah dan air dalam arti 
keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu 
merupakan sesuatu yang amat penting. syarī‟ah adalah cara atau jalan. 
Air adalah suatu yang hendak dituju. Pengaitan syarī‟ah dengan air 
dalam arti bahasa tersebut dimaksudkan untuk memberikan penekanan 
pentingnya syari‟at dalam memperoleh sesuatu yang penting yang 
disimbolkan dengan air, karena air merupakan sesuatu yang penting 
bagi kehidupan.
53
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b. Pengertian maqāṣid asy-syarī‟ah secara istilah. 
Secara istilah maqāṣid asy-syarī‟ah adalah kandungan nilai 
yang menjadi tujuan persyariatan hukum.
54
 Adapun pengertian 
syari‟ah secara istilah yang dikemukakan beberapa pendapat ulama, 
diantaranya menurut Mahmud Syaltut, memberikan pengertian 
syari‟ah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan 
oleh Allah, dengan manusia baik sesama muslim ataupun nn-muslim, 
alam dan seluruh kehidupan. Menurut Ali as-Sayis, syari‟ah adalah 
hukum-hukum yang diberikan oleh allah untuk hamba-hamba-Nya, 
agar mereka percaya dan mengamalkan demi kepentingan mereka di 
dunia dan akhirat.
55
 
2. Pembagian maqāṣid asy-syarī‟ah 
Menurut al-Syatibi berdasarkan kemashlahatan, maqāṣid asy-syarī‟ah 
terbagi kepada tiga tingkatan yaitu:
56
 
Pertama, kebutuhan daruriyyat, ialah tingkat kebutuhan yang harus 
ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkatan kebutuhan ini tidak 
terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di 
akhirat kelak. 
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Kedua, kebutuhan hājiyyāt, ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder 
dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, 
namun akan mengalami kesulitan. Syari‟at Islam menghilangkan segala 
kesulitan itu. Adanya hukum rukhshah (keringanan) seperti dijelaskan abd al-
Wahhab Khallaf, adalah sebgai contoh dari kepedulian terhadap kebutuhan ini. 
Ketiga, kebutuhan tahsīniyyāt, ialah tingkat kebutuhan yang apabila 
tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok 
kemashlahatan dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Contoh jenis al- 
maqāṣid ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan 
bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. 
3. Tujuan maqāṣid asy-syarī‟ah 
Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori maqashid Al-
Syari‟at, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatann dengan 
peringkatnya masing-masing. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok 
kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian 
masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan 
kepentingan dan kebutuhannya.
57
 
a. Memelihara Agama (Hifẓ Al-Dīn) 
Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat 
dibedakan menjadi tiga peringkat: 
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1) Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat, yaitu memelihara 
dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat 
primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu 
diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama. 
2) Memelihara agama dalam peringkat hājiyyāt, yaitu melaksanakan 
ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti 
shalat jamak dan shalat qaṣar bagi orang yang sedang berpergian. 
Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan 
mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit 
bagi orang yang melakukannya. 
3) Memelihara agama dalam peringkat tahsīniyyāt, yaitu mengikuti 
petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, 
sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, 
misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, 
membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat 
kaitannya dengan akhlaq yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin 
untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi 
agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. 
Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh sholat, 
jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok 
daruriyyat. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat 
dikategorikan sebagai pelengkap (tahsīniyyāt), karena 
keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. 
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Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori hājiyyāt 
atau daruriyyat. Namun, kalau mengikuti pengelompokkan di atas, 
tidak berarti sesuatu yang termasuk tahsīniyyāt itu dianggap tidak 
penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hājiyyāt 
dan daruriyyat. 
b. Memelihara Jiwa (Hifẓ Al-Nafs)  
Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat 
dibedakan menjadi tiga tingkat: 
1) Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi 
kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. 
Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat 
terancamnya eksistensi jiwa manusia. 
2) Memelihara jiwa, dalam peringkat hājiyyāt, seperti diperbolehkan 
berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. 
Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam 
eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. 
3) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsīniyyāt, seperti 
ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya 
berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan 
mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit 
kehidupan seseorang. 
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c. Memelihara Akal (Hifẓ Al-„Aql) 
Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan 
menjadi tiga peringkat: 
1) Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan 
meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, 
maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. 
2) Memelihara akal dalam peringkat hājiyyāt, seperti dianjurkannya 
menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu diakukan, maka 
tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, 
dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. 
3) Memelihara akal dalam peringkat tahsīniyyāt, seperti 
menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu 
yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak 
akan mengancam eksistensi akal secara langsung. 
d. Memelihara Keturunan (Hifẓ Al-Nasl) 
Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat 
dibedakan menjadi tiga peringkat: 
1) Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti 
disyari‟atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini 
diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. 
2) Memelihara keturunan dalam peringkat hājiyyāt, seperti 
ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada 
waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu 
39 
 
 
 
tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami 
kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam 
kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak 
menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak 
harmonis. 
3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsīniyyāt, seperti 
disyari;atkan khitbat atau walimat dalam perkawinan. Hal ini 
dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal 
ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, 
dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan. 
e. Memelihara Harta (Hifẓ Al-Mal) 
Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan 
menjadi tiga peringkat: 
1) Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti syariat 
tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta 
orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu 
dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. 
2) Memelihara harta dalam peringkat hājiyyāt seperti syariat tentang 
jual beli dengan cara slam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka 
tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan 
mempersulit orang yang memperlukan modal. 
3) Memelihara harta dalam peringkat tahsīniyyāt, seperti ketentuan 
tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini 
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erat kaitannya dengan etika bermu‟amalah atau etika bisnis. Hal ini 
juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab 
peringkat yang kedua dan pertama. 
4. Urgensi 
Maqāṣid Asy-Syarī‟ah sebagai tujuan dari syari‟at memiliki 
peranan sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Ia merupakan 
faktor yang sangat membantu dalam memahami dan menerapkan nash-
nash syara‟ secara tepat terhadap petunjuk lafadz-lafadz nash yang 
mengandung beberapa pengertian atau sebagian nash yang secara lahiriah 
bertentangan, serta menjadi petunjuk dalam melakukan istinbath hukum 
terhadap masalah yang tidak ada nashnya. Di samping itu maqāṣid asy-
syarī‟ah, menjadi tolak ukur bagi para mujtahid untuk megetahui apakah 
suatu ketentuan hukum masih bisa diterapkan pada suatu kasus atau tidak 
layak lagi diterapkan karena tujuan hukum atau illat yang mendasarinya 
seperti semula lagi.
58
 
Petunjuk tentang peranan penting maqāṣid asy-syarī‟ah dalam 
pembentukan hukum Islam menurut ulama‟ ushul fiqih sudah ada sejak 
masa Rasulullah SAW, misalnya dalam sebuah hadits Rasulullah SAW 
melarang orang-orang Islam di adinah menyimpan daging kurban, kecuali 
sekedar bekal selama tiga hari. Beberapa tahun kemudian ada beberapa 
sahabat yang menyalahi ketentuan Rasulullah itu dengan menyimpan 
daging kurban lebih dari tiga hari. Peristiwa itu disampaikan kepada 
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Rasulullah SAW, tetapi beliau membenarkannya serta menjelaskan, 
“Dahalu aku tidak menyimpanny`a (daging kurban) karena kepentingan al-
dhu‟afa‟, yaitu pendatang dari perkampungan Badui yang datang ke 
Madinah yang membutuhkan daging kurban. Sekarang simpanlah daging-
daging kurban itu karena tidak ada lagi para tamu-tamu yang 
membutuhkannya. 
Dari peristiwa ini, para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa ada 
petunjuk bagi arti penting maqāṣid asy-syarī‟ah dalam penetapan hukum. 
Larangan menyimpan daging kurban di atas adalah untuk memberi 
kelapangan bagi fakir miskin yang datang dari perkampungan Badui. Dan 
inilah maqāṣid asy-syarī‟ah, dari larangan menyimpan daging tersebut. 
Akan tetapi setelah orang-orang miskin dari perkmapungan Badui tidak 
lagi membutuhkannya. Peranan penting maqāṣid asy-syarī‟ah yang 
ditunjukan oleh Rasulullah SAW diatas dilestarikan oleh para sahabat 
dalam berijtihad karena perubahan kondisi sosial pada masa sahabat jauh 
lebih berkembang dibandingkan pada masa Rasulullah SAW. Oleh karena 
itu, dalam berbagai praktik ijtihad yang dilakukan oleh sahabat, khususnya 
dibanding mu‟amalah selama dapat diketahui tujuan hukumnya, maka 
dengan itu dapat dilakukan pengembangan hukum melalui metode qiyas 
dalam rangka menjawab persoalan baru yang belum ada pada masa 
Rasulullah SAW.  
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BAB III 
GAMBARAN UMUM MUI  DAN FATWA MUI NO. 33 TAHUN 2018 
 
A. Profil MUI 
1. Sejarah MUI 
MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya 
Masyarakat yang mewadahi ulama, zu‟ama, dan cendikiawan Islam di 
Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin 
di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 
Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, 
Indonesia.
59
 
MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para 
ulama, cendekiawan dan zu‟ama yang datang dari berbagai penjuru tanah 
air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 
Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan 
unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, 
Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math‟laul Anwar, GUPPI, PTDI, 
DMI, dan  Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, 
Angkatan Darat, angkatan Udara, Angkatan laut, dan POLRI serta 13 
orang tokoh/ cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari 
musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk 
membentuk wadah tempat musyawarah para ulam, zu‟ama dan 
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cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah Piagam Berdirinya 
MUI, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang 
kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. 
Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia 
tengah berada pada fase kembangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, 
dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik 
kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. 
Selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah 
musyawarah para ulama, zu‟ama, dan cendekiawan muslim berusaha 
untuk: 
a. Memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam Indonesia 
dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang 
diridhai Allah; 
b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan 
kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan 
kegiatan bagi terwujudnya hubungan keislaman dan kerukunan antar-
umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa; 
c. Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penerjemah 
timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan 
pembangunan nasional; 
d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga 
Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan 
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tuntunan kepada masyarakat khusunya umat Islam dengan mengadakan 
konsultasi dan informasi secara timbal balik. 
Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zu‟ama dan 
cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, 
Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, 
Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi 
kemasyarakatan lain dikalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan 
otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini 
ditampilkan dalam kemandirian-dalam arti tidak tergantung dan 
terpengaruh- kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan 
pandangan pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. 
Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan 
umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak 
dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi 
organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan 
dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan 
keragaman umat Islam. 
Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah 
silaturrahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai 
kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia 
tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama 
dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, 
selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta 
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tidak menyimpang dari visi, misi, dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. 
Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama 
Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa 
yang sangat beragam dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang 
hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk 
kebaikan dan kemajuan bangsa. sikap Majelis Ulama Indonesia ini 
menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil „alamin 
(Rahmat bagi Seluruh Alam). 
2. Visi dan Misi 
a. Visi 
Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan 
kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan 
partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi Ulama‟, Zu‟ama, dan 
Cendekiawan Muslim untuk kejayaan Islam dan Umat Islam guna 
terwujudnya Islam yang penuh rahmat di tengah kehidupan umat 
manusia dan masyarakat. 
b. Misi 
Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan yang dinamis dan 
efektif sehingga mampu mengawal umat Islam dalam melaksanakan 
Aqidah Islamiyah, membimbing mereka dalam menjalankan ibadah, 
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menuntun mereka dalam mengembangkan muamalat, dan menjadi 
panutan mereka dalam mengembangkan akhlakul karimah.
60
 
3. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa 
Sistem dan prosedur dalam penetapan fatwa diharapkan mampu 
menjadi solusi jika masalah muncul. Tiga pendekatan yang digunakan 
MUI dalam proses penetapan fatwa yaitu pendekatan Nash Qath‟i, Qauli, 
dan Manhaji. MUI tidak hanya melakukan pendekatan nash saja tidak akan 
memadahi karena nash sifatnya sangat terbatas sementara permasalahan 
yang terus terjadi terus berkembang. Tidak hanya berpegang pada aqwal 
yang didapat dari referensi keagamaan klasik yang penulisnya sudah 
berhenti ratusan tahun yang lalu, padahal persoalan-persoalan yang timbul 
terus berlangsung. Keterbatasan pada dua pendekatan tersebut 
memerlukan suatu pendekatan lain yang dapat dijadikan acuan yaitu 
pendekatan manhaji (metodologis). Sistem penetapan fatwa diatur dalam 
rumusan sebagai berikut: Pertama, setiap masalah yang disampaikan 
kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh 
para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu 
sebelum disedangkan. Kedua, mengenai masalah yang telah jelas 
hukumnya (Qath‟i) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana 
adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nash dari Al-
Qur‟an dan As-Sunnah. Ketiga, dalam hal khilafiyah di kalangan mazhab, 
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maka difatwakan hasil seleksi, setelah memperhatikan, hasil perbandingan 
(muqaranat) hukum agama (fiqh).
61
 
Cara lain untuk mewujudkan fatwa adalah dengan 
memperbincangkan soal itu dalam konferensi tahunan para ulama yang 
diselenggarakan oleh MUI. Konferensi semacam itu, yang dihadari oleh 
jumlah lebih besar para ulama dari lingkungan yang lebih luas, 
mengemukakan persoalan-persoalan yang memerlukan dibuatnya fatwa, 
dan setelah beberapa persoalan dapat disetujui serta dilengkapi dalil-
dalilnya, kemudian mendaftar dan menyampaikan persoalan-persoalan itu 
kepada Komisi Fatwa, yang selanjutnya akan mengumumkannya dalam 
bentuknya yang biasa. Dengan demikian para anggota Komisi Fatwa tidak 
usah memperbincangkannya lagi, karena persoalan-persoalannya sudah 
dirundingkan dalam sidang yang lebih besar.
62
 
 
B. Kedudukan Fatwa MUI 
Jumhur ahli fiqh telah sepakat bahwa apabila terdapat sesuatu kejadian 
yang memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari dahulu 
dalam al-Qur‟an, kalau ketakutan hukumnya sudah ada dalam al-Qur‟an, maka 
ditetapkanlah hukumnya sesuai yang ditunjuk al-Qur‟an, tetapi apabila 
ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam al-Qur‟an barulah meneliti as-
Sunnah, jika dalam as-Sunnah terdapat ketetapan hukumnya, maka ditetapkan 
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menurut petunjuk as-Sunnah. Menurut al-Syaukani jika ada nash as-sunnah 
yang menetapkan hukumnya, maka barulah beralih kepada tahap pemeriksaan 
putusan dari para mujahiddin yang menjadi ijma‟ (keputusan bersama) dari 
masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya itu. 
Kalau ada ditetapkanlah padanya. Sekiranya ijma‟ dalam masalah tersebut 
tidak didapatkan, maka hendaknya qiyas dengan menggunakan ketentuan Illat, 
sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ijtihadnya.
63
 
 
C. Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 
Berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu Penggunaan Vaksin 
Measles Rubella Untuk Imunisasi, maka komisi fatwa MUI setelah 
menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang. Bahwasanya 
penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya 
haram karena dalam produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi. 
Namun, apabila dalam keadaan darurat maka dibolehkan (mubah) selama 
belum ditemukannya vaksin MR yang halal dan suci. Keputusan tersebut 
berdasarkan pada sidang komisi fatwa MUI, yang berlangsung pada tanggal 
08 Dzulhijjah 1439 H/ 20 Agustus 2018 M yang membahas tentang 
penggunaan vaksin MR untuk imunisasi. 
1. Rumusan Masalah 
a. Bahwa saat ini ditemukan banyak kasus terjadinya penyakit Campak 
dan Rubella di Indonesia. Kedua penyakit ini digolongkan penyakit 
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yang mudah menular dan berbahaya, karena bisa menyebabkan cacat 
permanen dan kematian. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat 
rentan terkena penyakit tersebut. Untuk mencegah mewabahnya dua 
penyakit tersebut, dibutuhkan ikhtiar dan upaya yang efektif, salah 
satunya melalui imunisasi. 
b. Bahwa untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya 
penyakit campak dan rubella, pemerintah menjalankan program 
imunisasi MR. Terkait dengan itu, Menteri Kesehatan RI mengajukan 
permohonan fatwa kepada MUI tentang status hukum pelaksanaan 
imunisasi MR tersebut untuk dijadikan sebagai panduan 
pelaksanaannya dari aspek keagamaan. 
c. Bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka dipandang perlu 
menetapkan fatwa tentang penggunaan Vaksin MR Produksi SII untuk 
Imunisasi agar digunakan sebagai pedoman.
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2. Dalil/ Dasar65 
a. Al-Quran al-Karim 
Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri 
dalam kebinasaan, antara lain: 
  ِةَكُلْهَّ تلا َلَِإ ْمُكيِدَْيأِب اوُقْل ُت َلََو:ةرقبلا( ۱۵۹ )  
…Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke 
dalam kebinasaan... (QS Al-Baqarah [2]: 195) 
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Firman Allah SWT yang memperingatkan agar tidak 
mennggalkan generasi yang lemah, antara lain: 
اوُلوُق َيْلَو َوَّللا اوُق َّ تَيْل َف ْمِهْيَلَع اُوفاَخ اًفاَعِض ًةَّيِّرُذ ْمِهِفْلَخ ْنِم اوَُكر َت ْوَل َنيِذَّلا َشْخَيْلَو   ًلَْو َق
 :ءاسّنلا ( اًدْيِدَس۵)     
 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak -anak 
yanglemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 
mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
benar. (QS. Al-Nisa: 9) 
 
Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal 
dan thayyib, antara lain: 
 ِنَاطْي َّشلا ِتاَُوطُخ اوُعِبَّت َت َلََو اًبَِّيط ًلََلََح ِضْرَْلأا فِ اَّمِ اوُلُك ُساَّنلا اَهُّ َيأ َايَ ۚ  ْمُكَل ُوَّنِإ
 ٌيِبُم ٌّوُدَع :ةرقبلا( ۱٨٦ ) 
 
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik 
dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu 
adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168). 
 
Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi 
kedaruratan syar‟i dibolehkan mengonsumsi yang haram, antara lain: 
 ِوَّللا ِْيَْغِل ِوِب َّلُِىأ اَمَو ِرِيزِْنْلْا َمَْلََو َم َّدلاَو َةَتْيَمْلا ُمُكْيَلَع َمَّرَح َا َّنَِّإَ ۚ  ٍغَاب َر ْ يَغ َُّرطْضا ِنَمَف
 ِوْيَلَع َْثِْإ َلََف ٍداَع َلََوَ ۚ  :ةرقبلا( ٌميِحَر ٌروُفَغ َوَّللا َّنِإ۱٧۱ ) 
 
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 
bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika 
disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa 
dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak 
ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]:173) 
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 ِوْيَلِإ ُْتُْرُِرطْضا اَم َّلَِإ ْمُكْيَلَع َمَّرَح اَم ْمُكَل َلَّصَف ْدَقَو ... 
.. Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada 
kamu apayang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang 
terpaksa kamu memakannya... (QS. Al-An‟am : 119) 
 
b. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain66:  
  ًءاَد ُوَّللا َلَز َْنأ اَم َلاَق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِّبَِّنلا ْنَع ُوْنَع ُوَّللا َيِضَر َةَر ْيَرُى بَِأ ْنَع َّلَِإ 
 ًءاَفِش ُوَل َلَز َْنأ  
 
“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya 
Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan 
(pula) obatnya”. (HR. al-Bukhari) 
 
 َّنِإَف ِوَّللا َداَبِع اْوَواَدَت َلاَق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا َلوُسَر َّنَأ ٍكِيرَش ِنْب َةَماَُسأ ْنَع َوَّللا
 َأ َّلَِإ ًءاَد ْلِّز َن ُي َْلَ َّلَجَو َّزَع ًءاَفِش ُوَعَم َلَز ْن 
 
 “Berobatlah,  karena  Allah  tidak  menjadikan  
penyakit  kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu 
penyakit yaitu pikun (tua)”. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa‟i 
dan Ibnu Majah) 
 
 ُلوُسَر َلاَق َلاَق ِءاَدْر َّدلا بَِأ ْنَع َءاَو َّدلاَو َءا َّدلا َلَز َْنأ َوَّللا َّنِإ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا
 ٍماَرَِبِ اْوَواَدَت َلََو اْوَواَدَت َف ًءاَوَد ٍءاَد ِّلُكِل َلَعَجَو 
 
“Dari Abu Darda‟, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda“Dari  Abu  Darda‟,  ia  berkata:  Rasulullah  SAW  
bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan 
obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah 
berobat dengan yang haram”. (HR. Abu Dawud) 
 
 ِنْب ِسََنأ ْنَع ٍكِلاَم  اْوَو َتْجاَف َةَن ْيَرُع ْوَأ ٍلْكُع ْنِم ٌسَاُنأ َمِدَق َلاَق ُّبَِّنلا ْمُىَرَمَأَف َةَنيِدَمْلا
 َاِنِاَبَْلأَو َاِلِاَو َْبأ ْنِم اُوبَرْشَي ْنَأَو ٍحاَقِِلب َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص 
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“Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang 
‘Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok 
dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi 
SAW memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan 
(agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut”. 
(HR. al-Bukhari) 
 
اَق ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع َل  وُسَر ُل راَرِض َلََو َرَرَض َلَ : َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا 
Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: “Rasulullah SAW 
bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara 
sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang 
ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang 
merugikannya).” (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah) 
 
 ِّبَِّنلا ْنَع َةَر ْيَرُى َاَبأ ُتْع َِسَ ِنَْحَّْرلا ِدْبَع ُنْب َةَمَلَس ُوَبأ َلاَق َلَ َلاَق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص 
 ِّحِصُمْلا ىَلَع َضِرْمُمْلا اوُِدرُوت 
 
Abu Salamah bin „Abd al-Rahman berkata: Aku 
mendengar Abu Hurairah (yang meriwayatkan) dari Nabi SAW 
(bahwa beliau bersabda):  “Janganlah kalian  mendatangkan  
orang yang sakit kepada orang yang sehat” ... (HR. al- 
Bukhari). 
 
 ُتَْلأَس َلاَق ِوِيَبأ ْنَع َةَماَزُخ بَِأ ْنَع َلوُسَر  ِوَّللا َلوُسَر َاي ُتْلُق َف َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا
 َلاَق اًئْيَش ِوَّللا ِرَدَق ْنِم ُُّدر َت ْلَى اَهيِقَّت َن ًةاَق ُتَو ِِوب ىَواَدَت َن ًءاَوَدَو اَهيِقْر َتْسَن ىًُقر َتَْيَأرَأ َيِى 
 ٌثيِدَح اَذَى ىَسيِع ُوَبأ َلاَق ِوَّللا ِرَدَق ْنِم  ٌحيِحَص ٌنَسَحَ
 
Dari Abu Khuzamah, dari ayahnya (diriwayatkan 
bahwa) ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw , 
katakau: Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang rukiah 
yang kami gunakan sebagai obat, dan obat -obatan yang kami 
gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami 
gunakan sebagai pemelihara badan, apakah berarti kami 
menolak taqdir Allah?, (Nabi) berkata: hal itu adalah taqdir 
Allah” (HR. al-Tirmidzi).  
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c. Kaidah-Kaidah Fiqh67 
 ِوِِلئاَسَوِب ٌرَْمأ ءْي َّشلِاب ُرْمَْلأا 
 “Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk 
melaksanakan sarananya” 
 ُعْف َّدلا َلَْوَأ  ِعْفَّرلا َنِم 
“Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan.” 
 ِرْدَقِب ُعَفُْدي ُرَرَّضلا ِناَكْم ِْلْا 
“Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.” 
 ُرَرَّضلا  ُلاَز ُي 
“Dharar (bahaya) harus dihilangkan.” 
 
 َلْا ُرَرَّضلا ُل َّمَحَت ُي ِّماَعْلا ِرَرَّضلا ِعْفَدِل ُّصا 
“Memikul/ menanggung kemadharatan yang tertentu demi 
mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata.” 
 
 ِتَارُْوظْحَمْلا ُحْيُِبت ُتاَرْوُرَّضلا 
“Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.” 
اَِىرَدَِقب ُر َّدَق ُي َِةرْوُرَّضِلل َحِْيُبأ اَم 
“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar 
(kebutuhan)-nya.” 
 
 َحِْيُبأ ِِهْيَْغِل َمِّرُح اَمَو َِةرْوُرَّضِلل َحِْيُبأ ِِوتاَذِل َمِّرُح اَم ِةَجاَحِْلل 
“Sesuatu yang diharamkan karena dzatnya maka dibolehkan 
karena adanya dlarurat, dan sesuatu yang diharamkan karena 
aspek di luar dzatnya (lighairihi) maka dibolehkan karena 
adanya hajat.” 
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3. Keputusan Fatwa68 
Pertama: Ketentuan  
a. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya 
hukumnya haram.  
b. Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya 
haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang 
berasal dari babi. 
c. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), 
pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena: 
1) Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar‟iyyah)  
2) Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci. 
d. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya 
yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin 
yang halal. 
e. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 
3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.  
Kedua : Rekomendasi 
a. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk 
kepentingan imunisasi bagi masyarakat.  
b. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan 
mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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c. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai 
panduan dalam imunisasi dan pengobatan. 
d. Pemerintah harus mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO 
dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan 
kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan 
vaksin yang suci dan halal.  
Ketiga: Ketentuan Penutup 
a. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan 
jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan 
diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 
b. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat 
mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan 
fatwa ini. 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. Istimbath hukum MUI tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles 
Rubella) untuk Imunisasi 
1. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai Vaksin MR untuk 
Imunisasi 
Menjaga kesehatan adalah hal dasar yang sangat dianjurkan untuk 
umat Islam. Bukan hanya dianjurkan, tapi hal ini juga telah dijadikan 
landasan hukum Islam untuk menjaga jiwa. Seperti yang dijelaskan dalam 
firman Allah SWT: 
 َلََو... ِّقَْلَِاب َّلَِإ ُللها َمَّرَح ِتَِّلا َسْف َّ نلا اْوُل ُتْق َت  
Artinya: 
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang 
benar.. (QS. Al-Isra: 33)
69
 
 
Sudah menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk 
melindungi anak-anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya campak dan 
Rubella. Pemberian imunisasi MR bermanfaat untuk memberikan 
kekebalan bagi masyarakat terhadap ancaman penularan penyakit Campak 
dan Rubella yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian.
70
 Hal itu 
tercantum dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Dalam rangka untuk 
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mencegah penyakit yang berbahaya maka diwajibkanlah vaksinasi 
imunisasi. 
Seiring dengan diwajibkannya vaksinansi MR oleh pemerintah, 
maka tidak bisa dipungkiri jika menuai pro-kontra terhadap penggunaan 
vaksin MR. Vaksin MR yang diketahui bahwa proses pembuatannya 
menggunakan enzim yang berasal dari babi yang mana hukum memakan 
hewan babi adalah haram. Padahal di Indonesia mayoritas masyarakatnya 
beragama Islam. Maka saat itulah tugas MUI untuk menjawab persoalan-
persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. MUI mengeluarkan 
fatwanya Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan Vaksin MR untuk 
Imunisasi, dengan beberapa hal yang diperhatikan antara lain, yakni: 
a. Pendapat Imam Al-Izz ibn „Abd Al-Salam dalam kitab Qawa‟id Al-
Ahkam yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan 
barang najis jika tidak ditemukan yang suci: 
 َةَحَلْصَم َّنَِلأ ,اَهَماَقَم اًرِىَاط ْد َِيَ َْلَ اَذِإ ِتاَساَجَّنلِاب يِواَدَّتلا َزاَج ِةَمَلَ َّسلاَو ِةَيِفاَعْلا
 ِةَساَجَّنلا ِباَنِتْجا ِةَحَلْصَم ْنِم ُلَمْكَأ 
“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan 
benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat 
kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat 
menjauhi benda najis.” 
 
b. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu‟ juz 9 halam 55 
yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat 
tertentu, yaitu apabila belum menemukan benda suci yang dapat 
menggantikannya. Apabila telah didapatkan –obat dengan benda suci- 
maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis. Sahabat-
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sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi‟i) berpendapat: dibolehkan 
berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut 
mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat 
kecuali dengan benda najis itu. 
c. Hasil pertemuan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian 
Kesehatan RI pada tanggal 3 Agustus 2018 yang antara lain 
menyepakati adanya pengajuan sertifikasi halal terhadap produk 
vaksin yang digunakan untuk imunisasi MR serta pengajuan fatwa 
MUI tentang pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia sebagai 
pedoman. 
d. Berdasarkan hasil kajian terhadap situasi campak dan rubella di 
Indonesia oleh Kemenkes bersama para ahli dari WHO dan akedemisi 
dari fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan masyarakat di 
Indonesia yang dilakukan pada Oktober 2014 yang lalu, dengan 
mempertimbangkan situasi cakupan imunisasi dan kejadian penyakit 
campak serta rubella maka direkomendasikan agar dilakukan 
kampanye imunisasi MR dengan sasaran usia 9 bulan sampai dengan 
<15 tahun. 
e. Pelaksanaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kekebalan 
masyarakat terhadap penularan penyakit Campak dan Rubella yang 
dapat menyebabkan kecacatan dan kematian. Juga untuk memutus 
transmisi virus campak dan rubella, menurunkan angka kesakitan 
Campak dan Rubella serta menurunkan angka kejadian CRS. 
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f. Pelaksanaan Imunisasi MR di Indonesia menggunakan Vaksin MR 
(SII) dengan pertimbangan bahwa vaksin MR tersebut telah 
memperoleh rekomendasi WHO dan jumlahnya mencukupi. 
g. Pandangan Komisi Fatwa yang menilai bahwa Kementerian 
Kesehatan, Komnas KIPI, IDAI, ITAGI, dan PT. Biofarma memenuhi 
syarat kompetensi dan kredibilitas dalam memberikan penjelasan 
mengenai urgensi dan signifikansi pelaksanaan imunisasi MR di 
Indonesia untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dan menilai 
bahwa kebutuhan penggunaan vaksin MR produk SII untuk 
pelaksanaan imunisasi MR sudah memenuhi kriteria dlarurat 
syar‟iyyah mengingat bahaya yang ditimbulkan jika tidak dilakukan 
imunisasi serta belum ada vaksin lain yang halal dan suci dan belum 
ada alternatif cara lain yang efektif untuk melakukan pencegahan 
penyakit campak dan rubella. 
Dalam fatwa tersebut, MUI telah memutuskan bahwa penggunaan 
vaksin MR adalah haram, namun untuk saat ini diperbolehkan (mubah) 
dengan alasan bahwa hal itu karena dalam kondisi dlarurat. Seperti yang 
telah penulis jelaskan di BAB II, Al-Zarkasyi dan al-Sayuthi 
mendefinisikan dlarurat ialah sampainya seseorang pada batas di mana 
jika ia tidak mau memakan yang dilarang, maka ia akan binasa, atau 
mendekati binasa, seperti orang yang terpaksa makan dan memakan 
sesuatu yang dilarang dimana jika ia bertahan dalam kelaparannya atau 
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tanpa memakai sesuatu yang dimaksud ia akan mati atau hilang sebagian 
anggota badannya.
71
 
 
B. Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) untuk Imunisasi dalam 
pandangan Maqāṣid Asy-Syarī’ah 
Berkaitan dengan pembahasan penelitian yang penulis teliti, bahwa 
penggunaan vaksin MR untuk imunisasi bila ditinjau dari segi maqāṣid asy-
syarī‟ah adalah sebagai berikut: 
Para ulama sepakat bahwa Allah mensyari‟atkan hukum adalah dalam 
rangka memelihara kemashlahatan umat manusia sekaligus untuk menghindari 
segala bentuk kerusakan (jalbu al-mashalih wa daf‟u al-mafasid). Dalam 
rangka untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diperlukan pemahaman-
pemahaman terhadap sumber-sumber utama (al-Qur‟an dan Hadits). 
Berdasarkan penelitian, dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan syari‟at Islam 
tersebut, ada lima pokok yang harus dipelihara keberadaannya kelima pokok 
tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
72
  
Metode maqāṣid asy-syarī‟ah dikembangkan untuk mencapai tujuan 
akhir dari ditetapkan dan dilaksanakan hukum Islam yaitu kemashlahatan umat 
manusia. Bagi as-Syatibi, yang dikutip oleh Akmaludin bahwa kemashlahatan 
yang hendak diwujudkan hukum Islam terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu 
kebutuhan primer (daruriyyah), kebutuhan sekunder (hājiyyāt), dan kebutuhan 
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tersier (tahsīniyyāt).73 Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan 
dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat sesuai dengan 
kepentingan masing-masing peringkat, yang mana sudah penulis jelaskan pada 
BAB II.
74
 
Penggunaan vaksin MR ini merupakan termasuk dalam kebutuhan 
daruriyyah, ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan 
kebutuhan primer. Bila tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam 
keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. 
Menurut fatwa MUI bahwa hukum vaksin MR adalah haram, tetapi 
boleh digunakan jika dalam kondisi darurat. Seperti yang dijelaskan dalam 
kaidah fiqhiyah, 
 
 ِتَارُْوظْحَمْلا ُحْيُِبت ُتاَرْوُرَّضلا 
“Darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang.” 
Kaidah ini dengan syarat:
75
 
a. Tidak ada pengganti lainnya yang mubah. 
b. Digunakan sekedar mencukupi saja untuk memenuhi kebutuhan. 
1. Memelihara Jiwa (Hifẓ an-Nafs) 
Istilah nafs yang dimaksud di sini adalah istilah bahasa Arab yang 
dipakai dalam al-Qur‟an. Secara bahasa dalam kamus al-Munjid, nafs 
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 Akmaludin Sya‟bani, “Maqasid al-Sari‟ah sebagai Metode Ijtihad”, Jurnal (Mataram) 
Vol. VIII Nomor 1, 2015. Hlm. 132 
74
 Usman, Filsafat Hukum Islam,.. hlm. 115. 
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(jama‟nya nufus dan anfus) berarti ruh (roh) dan „ain (diri sendiri). 
Sedangkan dalam kamus al-Munawir disebutkan bahwa kata nafs 
(jamaknya anfus dan nufus) itu berarti roh dan jiwa, juga berarti jasad 
(badan, tubuh), al-sahsh (orang), al-sahsh al-insan (diri orang), al-dzat 
atau al‟ain (diri sendiri). Sedangkan menurut Dewan Raharjo dalam 
Ensiklopedia al-Qur‟an disebutkan bahwa dalam al-Qur‟an, nafs yang 
jama‟nya anfus dan nufus diartikan jiwa (soul), pribadi (person), diri (self 
atau selves), hidup (life), hati (heart), atau pikiran (mind), di samping itu 
juga dipakai untuk beberapa arti lainnya.
76
 
Terkait dengan penggunaan vaksin MR, bahwa vaksinasi termasuk 
tindakan menghindari penyakit sebelum terjadi. Demikian juga jika 
dikhawatirkan timbulnya suatu penyakit dan dilakukan imunisasi untuk 
melawan penyakit yang muncul di suatu tempat atau di mana saja, maka 
hal itu tidak masalah, karena hal itu termasuk tindakan pencegahan. 
Sebagaimana penyakit yang datang diobati, demikian juga penyakit yang 
dikhawtirkan kemunculannya.
77
 Menurut penelitian yang sudah ada, telah 
diketahui bahwa dampak terburuk dari penyakit campak dan rubella ini 
adalah kematian. Untuk itu, penggunaan vaksin MR sangat diperlukan. 
2. Memelihara Akal (Hifẓ al-„aql) 
Dalam Islam, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Meski 
demikian, bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam 
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memahami agama. Islam memiliki aturan untuk menempatkan akal 
sebagaimana mestinya. Bagaimanapun, akal yang sehat akan selalu cocok 
dengan syariat Allah SWT, dalam permasalahan apapun.
78
 
Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, 
cahaya matahari, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. 
Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula 
manusia berhak memimpin di muka bumi, dan dengannya manusia 
menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.
79
 
Ditemukannya vaksin MR merupakan salah satu wujud 
kemampuan akal manusia dalam hal perkembangan ilmu kesehatan. 
Vaksin MR merupakan imunisasi yang diberikan untuk mencegah 
terjadinya penyakit yang disebabkan oleh virus campak dan rubella. 
Campak bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan 
demam, ruam, batuk, pilek, dan mata merah serta berair. Jika terjadi 
kompilasi serius bisa menyebabkan infeksi telinga, diare, pneumonia, 
hingga kerusakan otak.
80
 Dengan begitu, begitu pentingnya vaksin MR 
bagi tubuh karena ada ungkapan yang mengatakan bahwa „lebih baik 
mencegah dari pada mengobati‟. 
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3. Memelihara Keturunan (Hifẓ al-Nasl) 
Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan 
dilaksanakannya perkawinan oleh pasangan suami istri adalah membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Kemudian dijelaskan lebih jauh lagi dalam Penjelasan Undang-Undang 
Perkawinan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya 
dengan masalah keturunan. Ketidakhadiran anak menjadikan keluarga 
kehilangan beberapa fungsi dasarnya, seperti reproduksi, edukasi, dan 
pemeliharaan yang menyebabkan tidak terlaksanakannya peran orang tua 
untuk melahirkan, mengasuh, dan membesarkan anak.
81
 
Sudah dijelaskan dalam BAB II, bahwa virus campak dan rubella 
dapat menyerang ibu hamil, yang mana dapat mengakibatkan bayi cacat 
lahir hingga mengalami keguguran. Untuk itu penggunaan vaksin MR 
sangatlah penting untuk menjaga ibu hamil dan bayi yang ada dalam 
kandungannya tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Istimbath hukum penggunaan vaksin MR untuk imunisasi dalam fatwa MUI 
No. 33 Tahun 2018 adalah menggunakan metode kaidah ḍarūrāt. Salah satu 
nash yang digunakan dalam pengambilan hukum penggunaan vaksin MR 
yaitu dalam surat  Al-Baqarah: 195 dan menggunakan kaidah yang 
berbunyi: “Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang”. Komisi Fatwa 
memberikan penjelasan pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia untuk 
mewujudkan kesehatan masyarakat dan menilai bahwa kebutuhan 
penggunaan vaksin MR produksi SII untuk pelaksanaan imunisasi MR 
sudah memenuhi kriteria ḍarūrāt syar‟iyyah. Jadi vaksin MR  untuk saat ini 
diperbolehkan dalam penggunaannya, selama belum ada vaksin lain yang 
suci dan halal atau belum ada alternatif lain untuk pencegahan penyakit 
campak dan rubella. 
2. Bentuk maqāṣid asy-syarī‟ah dalam fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang 
penggunaan vaksin MR untuk imunisasi dapat dijelaskan dalam 5 pokok 
kemashlahatan, antara yaitu:  
a. Pertama, memelihara jiwa (Hifẓ an-Nafsh), bahwa penggunaan vaksin 
MR bertujuan untuk mencegah terkena penyakit campak dan rubella 
yang mana bisa merusak jiwa manusia. 
b. Kedua, memelihara akal (Hifẓ al-„aql), Bahaya penyakit campak dan 
rubella adalah bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh dan jika terjadi 
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kompilasi serius bisa menyebabkan kerusakan otak. Dengan begitu 
vaksin ini penting agar terhindar dari kerusakan otak yang mana hal itu 
berarti bisa merusak akal manusia. 
c. Ketiga, memelihara keturunan (Hifẓ al-Nasl), kita ketahui bahwa 
penyakit campak dan rubella dapat menyerang ibu hamil, yang mana 
dapat mengakibatkan bayi cacat lahir hingga mengalami keguguran. 
Untuk itu penggunaan vaksin MR sangatlah penting untuk menjaga ibu 
hamil dan bayi yang ada dalam kandungannya tersebut. 
 
B. Saran 
Adapun saran-saran penulis terkait penggunaan vaksin MR untuk 
imunisasi adalah sebagai berikut: 
1. Fatwa MUI hendaknya dapat menjadi pijakan dalam pengambilan 
keputusan yang berkaitan dengan umat Islam, yaitu dengan menimbang dan 
mengingat sehingga dapat menghasilkan suatu putusan fatwa yang matang 
dan tidak berubah-ubah yang mengakibatkan kegelisahan umat Islam.  
2. Fatwa MUI harus berupaya agar undang-undang di negeri ini tidak 
bertentangan dengan ajaran Islam. 
3. Sebagai warga masyarakat yang beragama Islam kita harus bisa menerima 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang dengan 
melihat sisi kemanfaatannya dan tidak hanya kemudharatannya. 
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